UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1953
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN
BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN
BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20
TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 95 TAHUN 1951)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Pemerintah dengan menggunakan haknya termaktub
dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang
penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan
peraturan baru tentang mata uang" (Undang-undang Darurat
Nomor 20 tahun 1951);

b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat
tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Pasal 97 ayat 1 jo. Pasal 89 dan Pasal 109 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-
UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN
BERLAKUNYA  "INDISCHE MUNTWET 1912 DAN
PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG"
(UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
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PASAL |

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang penghentian
berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru tentang mata-uang”
(Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1951) ditetapkan sebagai undang-undang yang
berbunyi sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNY A "INDISCHE
MUTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG.

Pasal 1

(1) Pada hari undang-undang ini mulai berlaku "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri
Belanda No. 325, Staatsblad Indonesia No. 610) seperti kemudian telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan ordonansi tertanggal 23 Nopember 1944 (Staatsblad Indonesia
No. 6), dihentikan berlakunya, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang bersangkutan tetap
berlaku sepanjang dan selama seperti yang ditetapkan dalam Pasal-pasal yang berikut ini.

(2) Sisakekayaan Dana (Dana Uang), yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 "Indische Muntwet
1912", diurus oleh Menteri Keuangan menurut peraturan yang akan ditetapkan tersendiri,
sedangkan kewajiban-kewajiban yang masih ada timbal-balik antara Dana tersebut dan
Negara ditiadakan.

Pasal 2

(). Mulai hari satu bulan sesudah undang-undang ini mulai berlaku uang logam yang
dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912", kecuali uang tembaga, dicabut
sifatnya sebagai alat pembayar yang sah, untuk uang tembaga waktu ini akan ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

(2). Sesudah hari tersebut dalam ayat 1 uang logam termaksud pertama tidak dapat lagi
diberikan atau diterima untuk pembayaran, kecuali untuk pembayaran kepada Kas
Negeri.

(3). Pada suatu saat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal yang
berikut, uang logam yang termaksud dalam ayat 1 ditarik dari peredaran.

Pasal 3

(1) Penarikan uang yang termaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dari peredaran akan diatur lebih
lanjut dan selekasnya oleh Menteri Keuangan.

(2) Penarikan uang tersebut dari peredaran berakibat bahwa uang itu tidak dapat lagi dipakai
untuk pembayaran kepada Kas Negeri, akan tetapi masih dapat ditukarkan pada Kas
Negeri selama suatu waktu yang terbatas.

Pasal 4
(1). Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah. Sebagai singkatannya harus dipakai

tanda Rp.
(2) Rupiah Indonesiaterbagi menjadi 100 sen.
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(1)

(2)
(3)

(4).

Pasal 5

Uang logam I ndonesia yang sah adalah:
a. dari nekel : uang lima puluh sen
b. dari aluminium : uang dua puluh lima sen
uang sepuluh sen
uang limasen
uang satu sen.
Mata uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan yang timbul pada suatu ketika dapat
dikeluarkan uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50.
Uang kertas Pemerintah dari lembaran selainnya Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sementara tetap
mempunyai sifat alat pembayar yang sah, akan tetapi lambat-laun akan ditarik dari
peredaran oleh Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari 10 sen
dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam
menurut ayat 1 Pasal ini.

Pasal 6

Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam Pasal 5 hanya
dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah.

(1).

(2).

3).

(4).

Pasal 7

Memberikan atau menerima uang logam dan uang kertas Pemerintah lain dari yang
tersebut dalam Pasal 5, sebagai pembayaran di Indonesia, dilarang, kecuali berdasarkan
ketentuan di dalam Pasal 11.

Uang logam yang palsu, dipalsukan atau rusak tidak diterima untuk pembayaran pada
Kas-kas Negara. Tidak seorang pun dapat diwajibkan menerima uang-uang ini. Dalam
arti uang logam rusak tidak termasuk uang yang semata-mata karena lama dipakai
ternyata menjadi kurang timbangannya.

Uang kertas Pemerintah yang palsu atau dipalsukan tidak diterima untuk pembayaran
pada Kas-kas Negara. Untuk uang kertas Pemerintah yang hilang atau hancur sekali-kali
tidak diberikan penggantian kerugian. Untuk bagian-bagian dari uang kertas Pemerintah
(uang kertas Pemerintah yang rusak) tidak diberikan pengganti kerugian kecuali dengan
jaminan-jaminan sedemikian rupa yang dianggap perlu oleh Menteri Keuangan untuk
menghindarkan kerugian bagi Negara.

Pegawal Negeri yang berkewgjiban menerima uang untuk Kas badan-badan atau
lembaga-lembaga Pemerintan diharuskan menyita uang logam dan uang kertas
Pemerintah yang masuk dan diduga palsu atau dipalsukan dan dengan segera harus
memberitahukan hal ini kepada jaksa dengan menyerahkan uang tersebut.

Pasal 8

Lukisan pada uang nekel dan aluminium ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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Pasal 9

Uang logam yang tersebut dalam Pasal 5 mempunyai kadar, berat dan garis-tengah, demikian
pula keluasan di atas atau di bawah kadar dan berat yang diizinkan, sebagaimana ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Tiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran ataupun kewajiban
yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di Indonesia, dianggap dilakukan dengan
uang rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dan kecuali yang
ditetapkan dalam Pasal 11.

Pasal 11

Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah,
dapat juga diterima atau diberikan untuk pembayaran uang logam lain dari yang tersebut
dalam Pasal 5, jika perlu dengan menyampingkan uang logam dan uang kertas Pemerintah
yang termaksud dalam Pasal 5 itu, akan tetapi hanya selama waktu yang ditetapkan dalam
Peraturan tersebut.

PASAL Il

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3
Oktober 1951.

Agar supaya setigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 18 Desember 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,
ttd
ONG ENG DIE

Diundangkan

pada tanggal 28 Desember 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

JODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1953
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